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TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN
PROGRAM RE ENTRY PASCA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal
203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan Upaya pengembangan pengetahuan, ketrampilan,
dan atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya guna
mewujudkan sumber daya manusia Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang kompetitif dengan rﬁempertimbangkan prinsip merit guna  memberikan
kesémpatan pengembangan kompetensi kepada pegawai secara adil:

2, Pengembangah Kompetensi- dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau
pelatihan;



a. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan melalui pemberian
tugas belajar dan ijin belajar yang dibiayai yang mekanismenya diatur -dalam
ketentuan tersendiri:

b. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur
pelatihan kIasnkaI dan non klasikal;

1). Pelatihan Klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang

- dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, antara lain yaitu bimbingan yang
dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, antara lain yaitu Pelatihan
Strukural Kepemimpinan, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan
fungsional, Pelatihan Sosio Kultural, Seminar/Konferensi/Sarasehan, workshop
atau lokakarya, kursus, bimbingan teknis, sosialisasi dan atau jalur
pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan lainnya; |

2). Pelatihan Non Klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang
dapat dilakukan di tempat kerja, atau di alam bebas dengan sistem jarak jauh,
antara lain yaitu bimbingan di tempat kerja (coaching, mentoring
secondment/penugasan khusus), outbound, studi banding/benchmarking,
pelatihan jarak jauh/e-learning, dan jalur pengembangan kompetensi non
klasikal lainnya.

3. Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat

dikonversi dalam satuan Jam Pelatihan (JP) yang dijadikan dasar penghitungan Jam
Pelatihan (JP) pengembangan kompetensi PNS. Adapun secara detil konversi JP dari
bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran

ini.

B. PROGRAM RE ENTRY
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Program Re Entry merupakan Program Pemanfaatan Lulusan Pendidikan baik Diklat
Gelar melalui Tugas Belajar dan ljin Belajar yang di biayai maupun diklat non gelar
yang dibiayai baik oleh APBD maupun Penyedia Beasiswa lainnya baik APBN
maupun Pemerintah Luar Negeri,

Program Re Entry bertujuan agar PNS yang telah menyelesaikan Pengembangan
Kompetensi dapat mengaplikasikan dan membagi limu yang telah didapat sehingga
diharapkan dapat ditempatkan, dimanfaatkan dan diberdayakan sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mendukung kebutuhan jabatan dan

organisasi;



